
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERA TURAN W ALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 50 TAHUN 2020 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAKASSAR, 

a. bahwa Dinas Perdagangan merupakan Perangkat Daerah yang 
bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan 
Pemerintahan dalam bidang perdagangan dan perindustrian yang 
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 
di tugaskan kepada daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 
Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Makassar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

Menimbang 
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6. Undang-Undang Nmnnr 23 Tabon 2014 todang R-merintaban 
Daerah (Lembaran Negaxa Republik Indonesia Tahon 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon.esia Nmnor 5587) 
sebagaimana telah di ubah terakhir deor;tn Undang-Undang Nomor 
9 Tahon 2015 trntang Peruhaban Kedna Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemea i•daban Daerah (Lembaran 
Negara Rqmblik Indonesia Tamm 2015 Nam.or 58, Tamhahan 
Lcmbara.n Negara Repubtik Jndan...cda Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Talnm 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lemba:ran Nepxa Rqmblik Indonesia Tahun 2014 
Norn.or 292, Tamhahan Lem.baran Negara. Repub1ik Indonesia 
Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerlntab Nomor 51 Tahun 1971 teutang Perubahan 
Bams-Batas Daerah Kotamadya MaJcassar dan Pengkajene dan 
Kqmlanan dalam lingkungan Daerah P.ropinsi SuJawesi Selatan 
(Lembar:an Negara Republik Indonesia Tahon 1971 Nomor 65 
Tambaban Lembaran ~~ Republik Indonesia Nomor 2970); 

9. Perat:uran Peme•intab Nomor 86 Tabon 1999 ten.tang A:rnbaban 
Nama Kota lTjUDg Pandang meajadi Kata Makassar dalam wilayah 
P.ropinsi Sulawesi Selatan (Lembamn NefF3 Repubtik Indonesia 
Tabun 1999 No.mar 193); 

10. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tabon 2016 tentang Perangk.at 
Daerah (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahlm 2016 Nomor 
114, Tamhahan Lembarm Negara Repob)ik Indonesia Nmnor 5887) 
sebapimana telah diubah dengan Peratman l\:merintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Peruhahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahtm 2016 tentang Pemogkat Daerah (Lembamn Negara 
Repllblik Indonesia Tahon 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Repob)ik Indonesia Nomor 6402; 

11. Peraturan Pemerinlab Nam.or 12 Tulmn 20171£Dtang Pemhinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara. Republik Indonesia Tahtm 2017 Nmnar 73, Tambahan 
Lembaran Negara Repnblik Indonesia Namor 6041); 

12. Peraturan Menteri. DaJam Negeri No.mar 80 Tahon 2015 tentang 
Pembenmkan P.roduk Hnkmn Daerah (Berita Negara. Republik 
Indonesia Talmo 2015 Namer 2036) sehagaimmm 1elah diobah 
dengan Peraturan Meoteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahon 2018 
tentang Pembahan Atas Peratman Menteri DaJam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodnk Hukum Daerah (Berita 
Negara. Rqmblik Indonesia Talnm 2018 Nam.or 157); 

13. Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomar 8 Tabun 2016 tentang 
Pemhentnlran dan Susonan. Pcrangkat Daerah Kota Makassar 
(Lembaran Daerah Kota MakaSGrTahun 2016 Nomor 8); 

MEMUnJSKAN: 

Menetapkan • PERATURAN WAIJKOTA MAKASSAR TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, 1UGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS PERDAGANGAN. 

BABI 
KETENnJAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pcraturan ini yang dnnaksud dengan : 
1. Daerah adaJab Kota. Makassar- 
2. Kata ada]ab Kota Malcassar. 
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3. Walikota adalab Walilmta Makassar. 
4. Pemerintab Damm adalah Walikota Makassar sebagai tmsur penyeleuggara 

pemermtahan daerah yang memimpin petaksanaan musan pemerintahan yang 
meujadi kewenangan daerah otonom.. 

5. Dewan Pc:a:walolan Rakyat Daerah yang selanjutuya dis.inglrat DPRD adalah Lembaga 
fb waldfan Rakjat Daerah ycmg berkedod:okan sebagai unsur penyelenggara 
Pcmerintaban Dm:mh. 

6. Perangkat Daerah adalab 1msur pemhanh1 kcpala dacrah dan DPRD daJam 
penyelenggaraan Urnsan Pem.erintahan y.mg menjadi Jre\renangan Daerah. 

7. Satoan Kerja Peiangkat Daerah yang :selaryutnya disingfrat SKPD adalah Pe:rangkat 
Daerah Kata MakaMar yang menyelenggarakan Urnsan R:merintahan Daerah 
berdasarkan togas dan fungsi•tya.. 

8. Pemerintahan Daerah adatab pen_yelenggaraan Urusan Peme:riotahan oleh Pemerintah 
Daerah clan DPRD menurut azas otonomi dan Togas Pemhantmm dengan prin.sip 
otonmni sduas-luamya daJam sistem dan prinsip Neg,ara Kesatnan Repobliklndonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negai:a Rqmblik Indonesia 
Tahlm 1945. 

9. Urusan Pemeri:otaban adaJab kcknasaan pemerintahan yang me:ajadi kewenangan 
Presiden yang pelaksanaanoya dilaknkao oleh Jremeorex ian newua dan penselenggara. 
Pemerintahan Daerah llDtuk melindungi, ~ membe.nlayakan, dan 
menytjabterakan mas_yarakaL 

10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya d.isinglmt ASN adalah profesi bagi Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan po.jaagian kcrja yang bekerja pada 
lnstansi Pemeriotah 

11. Penyeienggaraan pemerintahan adaJab segala bentuk kegiatan yang <hlaksanakan 
oleh Pe.merintah Daerah, 

12. Pelayanan Publik adaJah kegiatan atau rangkaian lregiatan dalam .rangka 
pemenuhan kebuttJhan peJayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan 
bagi setiap wmga negara. dao penduduk atas bar.mg, jasa, da.n/atau peJayan.an 
administrastif yang discdiaknn. o1eh penyelenggara. pelayanan pubb1c 

13. Masyarakat adalab seluruh pihak, baik warga negara maupun pendnduk sebagai 
orang perseorangan, kelompok, maupun bad.an hokum yang berlredudukan sebagai 
penerima manfaat pe)ayanan publ~ baik secaralaogsungma.upun tidak Jangsung. 

14. Sekretaris Daerah ada)ah Sekretaris Daerah Kata Makassar 
15. Dinas adalab Dinas Pendidikan Kota Makassar. 
16. Kepaia Dinas adalab Kepaia Dinas Pendirhlmn Kota Makassar. 
17. Sekretariat adalab Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kata Makassar. 
18. Bidang adalab Bidang pada Dinas Pendimlran Kata Makassar . 
19. Seksi wfalah Seksi pada Dmas Pendidikao Kota l!akassar. 
20. Subbagian adaJab Subbagian pada. Dinas Pem:tidilmn Kota MakaSAAr. 
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalab Ke1ompok Jabatan FUngsional pada Dinas 

Pendidilran Kata Makassar yang tctditi dari sejmnlah tenaga fungsional tertentu 
berdasarkan keablian dan spesia)isasinyayang diab.J.r dan ditetapkan berdasarkan 
ketentuan peraturan penmdang-und:mtpn yang bedakn. 

22. Unit Petaksana Teknis yang selanjutnya. disingkat UPT adalab Unit Peiaksana 
Teknis pada Dinas Pendidilam Kota Makassar y.mg melaksanakan lregiatan 
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.. 

23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kcrja Perangkat Daerah, yang sdanjutnya 
disingkat RKA SKPD adalah Doknmen :yang mrmuat renrana pendapatan clan 
belanja SKPD atau doknmen yang memuat renmna pendapatan, belanj~ dan 
pembiayaan SKPD yang mclaksanalmu limp bemJabara umum daerah yang 
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 

24. Doknmen Pelaksanaan Anggaran Sati1an Kerja Perangkat Daer.ah yang sdanjutnya 
disingkat DPA SKPD adalab DoJaunen y.mgmemuat pendapatan dan beJanja SKPD 
atau dokumen ycmg memnat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang 
me)aksanakao fi.mgsi hendahara. 1mnnn daerah :yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.. 



Pasal3 
( 1) Susaman Organisasi Dinas Pendidilran terdiri ams: 

I. Kepala Dinas; , 
2. Sekretariar, teumi ams: 

a. Subbagian Peteoranaau dan Pdaporan; 
b, Subbagian Kerumgmi; dan 
c, Subhagian Umwn dan Kepegawaian. 
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aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat 
IAKIP adalah Dokumen yang berisi. r;rmhmm perwttjudan Akontabilitas Kinerja 
SKPD/Unit Kerja:yang diswnm. dan ctisampmlran secara sistema.tik dan melembaga 

26. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintab,. yang seJanjutn_ya disingkat 
SAKIP11 adalab Rangkaian s:istema.tik dari berbagai aktivitasr alat, dan prosedur 
yang dimnmng untuk tujuan pcnetapan dan ~ peugmopuJan data, 
pengklasifikasian, pengikh~ dan pelaporan .kinerja padainstansi peDICl'inrah, 
dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kina:ja instansi pcmerintah. 

27. Rencana Stmtegis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disiogkat 
RENSTRA SKPD adalab Dokwnen peteticanaan SKPD untnk periode 5 (lima) tahun. 

28. Rencana. Kerja Satuan Ketja PerangJmt Daemh yang seJanjutnya disingkat RENJA 
SKPD adalah Doknmen perencanaan SKPD uobik: periode I (sata) tabtm.. 

29. Laporan Penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD 
adatah Laporan yang memuat capaian kinerja peoyelenggaraan pemerintahan 
daerah dan pe1aksanaan tugas pembantuan selama 1 (sat:u} tahun anggaran. 

30. Laporm Keterangan Pertanggongjawahan yang seJanjutnya disingkat LKPJ ada1ah 
laporan yang memnat basil peo:ydenggaraan urusan pemeriutaban yang 
menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oieh Pemerintah 
Daemh selama 1 (satu) tabun anggaran 

31. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
Dokumen pereucanaarJ Daerah untuk pcriode 1 (satu) tabnn 

32. Surat Permintaan Pembayanm yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokwnen 
yang digunakan untu1c mengajukan perminta.an pembayaralL 

33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalab dokumen yang 
digunakan untuk penerbitan surat perintab pencairan dana atas Behan 
pengeluaran DPA SK.PD. 

34. Standar Operasional Proseduryang sdanjutnya disingkat SOP adalab semngkaian 
instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan 
aktivitas organisasi, bar;rimana dan kapan harus clilakukan, dimana dan oleh siapa 
dilakukan. 

35. Surat Izin Usaba Perrlar;mgan yang selanjutnya disinpJrat SIUP adalah Surat Izin 
untuk dapat meJakukan kegiatan nsaba perdagangan. 

BABll 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagilm Kesatu 
Kedudukan 

Pasal2 

(I) Dinas Perda1Y1ngan ~ unsur pelaksana nrusan pemerintaban di bidang 
perdaganganban dan J?erin.dustrian yang menjadi kewenanr;m daemh clan tugas 
pem tuan yang d1h1gaskan kepada daerah, 

(2) D~ ~ . pe~ ~ pcmcxintahan di bidang perdagangan dan 
perindnstrian sebagaimana dim.aksud pada ayat (I),. Dinas Perdagangan di · · 
oleh Kepala Dinas yang bedredudukan di bawah dan. ~~- · pnnpm. 
Walikota melalni Sekretaris Daera1L -~ Jawab kepada 

Bagian Kedua 
Susunan Otganisasi 
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Ba~an Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasa14 
(1) Kepala Dinas sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka I, bertugas 

membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan 
Perindustrian :yang menjadi Kewenangan Daerab dan Togas Pembantuan yang 
ditugaskan Kepada Daerah, 

(2) Dalam membantu Wallkota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang 
Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan yang ditugaskan Kepada D~ sebagaimana dimaksud pada ayat 
(It, Kepala Dinas menydenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan penJt:lenggaraan urusan pemerintahan bidang 

perdagangan dan perindustrian; 
b, pclaksaoaan kcbijakan umsan pemcrintahan bidaog perdagangan dan 

perindustrian; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pe)aporan urusan pemerintaban bidang perdagangan 

dan perindustrian; 
d, pelaksan.aan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perdagangan clan 

perindustrian; 
e. pembinaan, pengocmlinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan 

program dan lregiat:m hidang perdagangan dan perindustriao; dan 
f. pe1aksaoaan fungsi Jain :yang diberikan oleh walilmta tcrkait dengan togas dan 

fungsinya. 

(3) Berdasarkan tngas dan fungsi sehagaimana ctimaksud pada ayat (1, dan ayat (2), 
tugas Kepala Dinas diuraikan sehaf?'i bcrikut: 
a mennnuskan dan meJaksanakan kebijakan di bldang penlagangan; 
b. menunuskan dan melalrnanakan v.isi dan misi dinas; 

(2) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disusun da]am bentuk bapn yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini 

BABM 
W~ FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 

Perdagang;m, tetdiri atas: 
a. Seksi Pengendalian Usaba dan Tertib Niaga; 
b, Sek:si Pemhinaan, Pengemhangan Usaha dan Sarana Perdagangan Dalam 

Negeri; dan 
c, Seksi Promosi dan lnfm:masi Usaba Plmlagangan 

4. Bidang Standarlsmi dan Perlindungan Konsumen, -tet ..... dll .... -~i atas: 
a. Seksi Stabilisasi Barga Harang Kebntuban Pok.Dk clan Barang Penting; 
I). 5ek.Sl Kemcuulugian Lq;n1; d.an 
c. Seksi Perlindungan Konsumen. 

5. Bidang Pendataan, Pengendalian Usaba clan Pengemhanpn Ekspnr dan lmpor, 
terdiri atas: 
a. Seksi Fasilitasi Ekspor Impor; 
b. Seksi Bina Pe1aku Ekspor; dan 
c. Seksi Pengembangan Ekspor. 

6. Bidang Perind:ostrian, tetditi atas: 
a. Seksi Program dan Analisis Data Industri; 
b. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Pengerufalian Usaha Industri; dan 
c, Seksi Infonnasi, Promosi clan Usaha Imlustri. 

7. KelompokJaba.tan Fangsional. 
8. UPf. 
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(2) ~- mel~ksaoakan Jmontinasi pelaJcsanaan tugas, pembinaan dan pe1ayanan 
admmtstrasi kepada. semua unit OIEBnisasi di 1iogkungan dinaR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenrgarakan fimp.+ ~ 
a koordinasi dan penyUS1man piugtam dan anggaran di lingkungan Dinas 

Pcrdagangan; 

Bagian Kedua 
Sekretariat. 

Pasal5 

(1) Sekretariat sebagaima!1a ~imaksud dalam Pas.al 3 ayat (1) angka z, bertugas 
md~n~ koordinasi pelaksanrutn tngas, pembinaan dan pelayanan 
adm1mstrasi kepada. scmua unit <JIW'nmsi di lingkrmgan dinas. 

dan meugendalikcm pelaksanaan progtam dan kegia:tan 
Sekretariat, Bidang Usaha Perdagan~ Bidang Standarisasi d.an Pedindungan 
Konsumen, Bi.dang Pendataan, Pengendalian Usaha dan Pengembangan Ekspor 
dan Impor dan Bidang Perindustrian; 

d. merumuskan RENSTRA dan RENJA, Indt"katnr Kinerja. Utama, RKA/RKPA, 
DPA/DPPA dan Perjanjian KinerjaDinas; 

e. mengom:dinasikan dan DlCIUIDIJSkan bahan penyiapan penyusunan LPPD, 
LKPJ dan LAK1P /SAKIP Kota clan sega1a beDtuk pe1aporan lainnya sesuai bidang 
tugasnya; 

f. merumuskan LAKIP/SAKIP Dinas; 
g. memmuskan SOP dan Standar Pelayanan Standar Pelayanan Dinas; 
h. mengoordinasfkan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan 

ta.ta Jaksana; 
1. merumuskan kebijakan usaha perdagangan, standarisasi dan pertindungan 

lmn.sumc:o. pendataan, pengem:falian nsaba dan pengemhaogan ekspor dan 
impor serta perindustrian; 

J. melaksanakan kebijakan usaba perdagangan, standarisasi dan pertindungan 
konsumen, pendataan, pengendatian nsaba dan pengembangan ekspor dan 
impor serta perindustrian; 

k. melaksanakan evaluasi dan pe1aporan usaba perdagangan, standarisasi dan 
perlindungan lmnsnmen, pendataan, peogendalian usaha dan pengembangan 
ekspor dan impor serta perindustrian; 

1. melaksanakan pereneanaan dan peogendalian teknis operasional peogelolaan 
keuaagan, kepegawaian dan pengwusan Barang Milik Daerah yang berada 
dalam penguasaannya; 

m. meJaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi. ke Pemerintab Kota 
sesuai dengan bidang tugasnya; 

n. mengevaluasi pelaksanaan flll'Jls dan menginventarisasi permasaiahan di 
lingkup tugasnya serta mencari alt.ematif pemecabannya; 

o. mempe)ajari, memahami dan melaksanakan peraturan peamdang-undangan 
yang berkaitan dengan Jingkup tugasnya sebagai pedoman daJam 
melaksanakan tugas; 

p. memberikan saran dan pcrtimbangan tcknis kcpada pimpinan; 
q, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 
r. ~b.ina, membagi tugas, memberi pe~ menifai d.an mengevaluasi basil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lanc:ar sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

s. melaksaoakan pembinaan jabatan fungsional; 
t. melaksanakan pemhinaan UPr; 
u. menyampaikan 1aporan basil pelaksanaan tugas kepada. Walikota melalui 

Sekretaris Daerah; clan 
v. me)aksanakan tngas kedinasan JainnJa yang diberikan oleh Walilmta. 
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Paragmfl 
Subbagian Perencanaan dan PeJaporan 

Pasal6 

(1) Subhagian Pereliranaan dan PeJaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(I) anr)ca 2 hurnf a, bertugas melakukan pcnyiapan baban koordioasi dan 
penyusunan renama program ~ monitoring dan evaluasi serta pe)aporan 
pe]aksanaan program dan kqrjatan dinas. 

b, pe]aksanaan hubungan masya:rakat dan keprotokolan di tingkungan Dinas 
Penlagangan; 

c. pelaksanaan pengelo1aan keuaogan di Jingkungan Dinas Perdagangan; 
d, pengelolaan perlengkapan, urusan tata. usaha, rumah tanggu dan aset di 

lingkungan Dinas Penlagan§Jn; 
e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di linglmngan Dinas Pei:dagangan; 

dan 
f, pe1aksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh atasan terkait tngas dan fungsinya. 

(3) Berdasmkan tugas dan · famgsi sebagaaaana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
tugas Sekretariat diuraikao sebagai berikut 
a. ~ menyusun dan melaksanakan program dan lregiatan 

Sekretariat; 
b. me)aksanakan penyusunan lrebijakan teknis urusan perencanaan dan 

pelaporan, kenangan, umum dan kepegawaian; 
c. mengoonlinasikan pe]aksanaan tugas Subbagjan Perencanaan clan Pelaporan, 

Subbagian Keuangan dan Subbagian Ummn clan Kepegawaian; 
d. mengbimpun dan menyusun bahan RKA/RKP~ DPA/DPPA Sekretariat; 
e. mengoordinasikan, mengawasi dan mengenda)ikan pelaksanaan DPA/DPPA 

Sekretariat; 
f. mengoordinasikan setiap bidang da1ain penyusunan RENSTRA dan RENJA, 

Indikator Kinerja Utama, RKA/RKP~ DPA/DPPA dan Perjanjian Kinerj~ 
LAKJP/SAKIP Dinas; 

g. mengoordinasikan setiap bidang daJam penyiapan haban penyusunan LPPD, 
LIO>J dan LAKIP /SAIOP.Kota dan segala bentukpelaporanlainnya.sesuai bidang 
tugasnya; 

h, mengoonfinasikan setiap hidang daJam penyusunan SOP dan Standar 
Pelayanan Dinas; 

i. mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan 
kapasitas organisasi dan tata Jaksana; 

j. melaksaoakan hubungan masyarakat: dan keprotoknlan di lingkungan Dinas; 
k. meJaksanalmn pengelo1aan kewmgan di lingkuogan Dinas; 
1. melaksanakan pengelolaan perlengkapm_, urusan tata. us.aha, nimah tangga 

dan aset di lingkungan Dinas; 
m, melaksanakan pengelolaan urusan ASN di linglamgan Dinas; 
n. mengevaluasi pelaksanaan togas dan menginventarisasi permasalahan di 

lingkup tugasnya serta mencari altematif pemccahannya; 
o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peratman perundang-uudangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 
melaksanakan tugas; 

p. memberikan saran dan pet I itnhanp;in reJmis kepada atasan; 
q. melaksanakan pemhinaan disiplin ASN di tingkup dinas; 
r. membagi tugas, memberi petunjuk. menilai dan mengeva1uasi basil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tug;1s dapat berjaJ.an lancar sesuai dengan 
.ketentuan yang berlaku; 

s. menyampaikan laporan pelaksaoaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
t. meJaksanakan tugas Jredinasan lainnya yang diberikan oleb atasan 



(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) anglm 2 huruf 
b, bertugas me1akukan adminisb:asi dan akuntansi keiiaugao 

(2) Dalam meJakukan adminisb:asi dan akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tugas dari Subbagian Keuangan, diuraikan sebagai berikut 
a merencanakan, menyusun dan. melaksanakan program dan kef)atan Subbagian 

Keuangan; 
b, menyusun bahan RKA/RKPAio DPA/DPPA Subbagian Keuangan; 
c. melaksanskan DPA/DPPA Subbagian Keuangan; 
d. melaksaoakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup dinas 

sesuai dengan peraturan pen.mdang-1mdaogan yang bedaku; 
e. meneliti dan memve• i6kasi kelengkapan SPP dan doknmen pencairan anggaran 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan yang 
berlaku; 

f. menyiapkan dan menerbitkan SPM Jingkup dinas; 
g. menyusun sep;ila bemnk pe1aporan km1anpn lingkup dinas sesnai dengan 

peraturan perundang-tmdangan yang berlaku; 
h, mengevaluasi pe1aksanaan tuf}lS dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta mencari altematif pemecahannJa; 
i. mempe]ajari, memahami dan melaksanakan perabuan pcnmdang-undangan yang 

berkaitan dengan Jingknp tngastqra sebagai pedaman dalmn melaksanakan tugas; 
j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
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Paiagraf2 
Subbagian Keuangan 

Pasal 7 

 (2) Dalam m.dakukan pcnyiapan bahanJmontinasi dan penyUSJman renrana program 
kerja, monitoring dan evalaasi serta pe1aporan pelaksanaan program dan Jregiatan 
dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dari Subbagian Petencanaan dan 
Pelaporan, diuraikan sebapi berikut: 
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian 

Perencaoaan dan Pelaporm; 
b. mcnyusun bahan RKA/RKP~ DPA/DPPA Subbagian Pcrcocanaan dan 

~1o.porAO; 
c, melaksanakan DPA/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
d. menghimpun bahan dan menyusun RENSIRA dan RENJA10 Indikator Kinerja 

Utama, RKA/RKP~ DPA/DPPA dan Perjanjian KinerjaDinas; 
e. menghimpun baban dan menyusuu LAKIP/SAKJP Dinas; 
f. menyiapkan hahan penyusunan LPPD, LKPJ dan lAKIP /SAKIP Kata clan segala 

bentuk pelaponm 1ainnya sesuai bidang tugasnya; 
g. menghimpun, memaduscrasikan dan menyiapkan bahan RKA/RKPA, 

DPA/DPPA dari setiap hidang untuk dikoordinasikan dengan Perrmgkat Daerah 
terkait; 

h. menghimpun dan menganaJisa data peJaporan. kegiatan dari setiap bidang 
sebagai bahan evaluasi; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 
dilingkup tugasnya serta mencari altematif pemecahannya; 

J. mempelajari, memabami dan melaksanakan peratman. perundang-undangan 
yang berkaitan dengan lingkup tugasuya sebagai pedoman dalam 
melaksanakan tugas; 

k. mcmberikan saran dan pe1 timhangan teknis kepada atasan; 
L mem.bagi tugas, memberi petnnjuk, menilai dan m.engevaluasi basil kerja 

bawaban agar pelaksanaao tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

m. menyampaikan laponm pelaksanaan togas dan/atau ~ kepada atasan; 
n. melaksanakan tugas kedinasan Jain :yang diberikan oleh atasan. 



9 

Paragraf3 
Subha!Pan Um.um dan Kepeg;o.waian 

Pasa18 
(1) Subbagian Ummn dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

angka 2 huruf C7 bertugas melakukan urnsan nrmJID, penatausahaan surat 
menyurat, urosan ntmah tangga, keh1unasan. dokumentasi dan inventa.risasi 
barang serta admmistrasi kepegawaian.. 

(2) Dalam me1akukan umsan um~ penarausahaan surat m~ urusan rumah 
tangga, kehumasan, doknmentasi dan inventarisasi barang serta administrasi 
kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)1 tugas dari Subbagian Umum 
dan Kepegawaian, diuraikan sebagai berikut: 
a. merencanakan, menyusun dan me1aksanakan program dan kegiatan Subbagian 

Umum dan Kepegawaian; 
b. menyusun bahan RKA/RKPA., DPA/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
c. melaksanakan DPA/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
d. mengatur administrasi dan pelalcsanaan smat masuk dan surat keluar sesuai 

dengan tata naskah dinas yang bedaku; 
e. me1aksanakan musan administrasi kepepwaian di lingkup dinas; 
f. meminta. dan menganalisa rencana kebutnhan barang unit dari setiap bidang; 
g. membuat daftar kebutuhan baraog dan rencana tahunan baraog unit; 
h. menyusun kebutuban biaya pemelihaman barang; 
1. melsksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di lingkup 

dinas· , 
j. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berliarga lainnya tentang barang 

inventaris Daerab; 
k. melaksanakan tugas kehu:masan dan protokoler dinas; 
1. .mengbimpun bahan dan menyusu:n SOP dan Btandar Pelayanan Dinas; 
IIL menyiapkan bahan pcmbinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan 

tata. laksana; 
n. mengevaluasi pelaksaoaan h1gas dan menginventarisa permasalaban 

dilingknp tugasnya serta mencari altematif pem.ecabannya; 
o. mempelaj~ memahami dan melaksanakan peratu.ran pemndang-undanr;wn yang 

berkailim dengan Iinglmp tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan togas; 
p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
q. membagi tugas, memheri petunjuk, menilai dan mengevaluasi basil kerja 

bawahan agar peJaksanaan togas dapat berjalan 1ancar sesuai dengan 
ketentuan yang berJaku; 

r, menyampaikan laporan peJaksanaan tugas d;m/atau kegiatan kepada atasan; 
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleb atasan. 

Bagian Kctiga 
Bidang Usaha Perdagangan 

Pasa19 

(1) Bidang Usaba Pcrdagangan sebagaimana d0naksud da1am Pasal 3 ayat (1) angka 
3, bertugas melaksanakan penyiapan koo~ fasilitasi penmmsan dan 
peJaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporm pelaksanaan pengendalian usaha 
clan tertib niaga, pembinaan, pengembangan usaha dan sarana penlappngan dalam 
negeri serta promosi dan iuformasi usaha perdagaDgaD. 

k, memhagi tngas, memberi ~ :meni.lai dan mengeva1uas:i basil kerja 
bawahan agar pelaksanaan tugas. dapat berjalan )ancar sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

I. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ ata.u kegiatan kepada atasan; 
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dJ.'berikan oleh atasm 
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nakan penyiapan koordinasi, fasilitasi pen•rnnsan dan pelaksanaan 
kebijakan, evaluasi serta pe1aporan pe)aksanaan pengendalian usaba dan tertib 
niaga, pembinaan, pengemba.ngan usaha dan sarana perdagangan dalam negeri 
serta promosi dan .informasi usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Usaha Perdagangan menydenggarakan fim~: 
a. perencanaan kegiatan operasional di bidang usaba pe.rdagangan; 
b. peJakmmaan kcgia.tan di bidang usaha perdagangan; 
c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang usaha perdagangan; 
d. pengendalian, evaJnasi dan pelaporm pelaksana.an kegiatan di bidang usaha 

perdagangan; dan 
e. pelaksanaan ftmgsi Iam yang diberikan o1ch atasan terkait tups dan fungsinya. 

(3) Berdasarkan tngas dan fungsi sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) dan ayat (2), 
tugas Bidang Usaha Peniagangan dimaikan sebagai berikut 
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang 

Usaha Perdagangan; 
b. mengbimpun dan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Bidang Usaha 

Penfagangan; 
c. mengoordinasika, mengawasi dan mengendalikan pe)aksanaan DPA/DPPA 

Bidang Usaha Perdapngan; 
d. menyiapkan pe1aksanaan koonlinasi di bidang pengendaJian usaba dan tertib 

niaga, pembinaan, pengembangan usaha dan sarana perdagangan da1aJn negeri 
serta promosi dan informasi usaha perda.,.nr;m; 

e. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di hidaug pengendalian 
usaha dan tertib niaga, pembinaan, pengembangan usaha dan sarana 
perdagangan dalam negeri serta pnmwsi dan informasi usaba perdagangan; 

f. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian usaha dan tertib 
niaga, pembinaan, pengembangan usaba dan sarana perdagangan dalam negeri 
serta promosi dan iDformasi usaha perdagaogan; 

g. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bid311g pengendalian 
usaha dan tertib niaga, pembinaan, pengcmbangan usaha dan sarana 
perdagangan da]am negeri serta pnmwsi dan informasi nsaha penfagangan; 

h. menyiapkan pemantapan program di bidang pengendalian usaha dan tertib 
niaga, pembmaan, pengembangan usaha dan sarana. perdagangan dalam negeri 
serta promosi dan informasi usaba perdagangan; 

1. menyiapkan bahan faS1litasi pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi 
penlagangan; 

j. pembinaan terhadap pengeloJa sarana distribusi perdagangan di wilayah Jrerjanya; 
k. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan; 
L pemeriksaan pemennhan komitmen pelaksanaan izin usaba. izin operasional/ 

izin komersial, dan non perizinan usaha bidang perdagangan; 
m, pelaksanaan pengemhangan produk lokaL sarana dan iklim usaha, promosi dan 

peningkatan akses pasar sertakoordinasi pen_yediaan data dan informasi pelaku 
usaha sektor perdapog;m. (pela1ai usaha mikro k1?cil menengah sektm­ 
perdagangan); 

n. meJaksanakan pemantauan, evaluasi dan pe)aporan kegiatao di bidang 
pengendalian usaha dan tertib Diaga, pembmaan, pengembangan usaha dan 
sarana perdagangan da1am negeri serta promosi dan infmmasi usaba pen:lagangan; 

o, melaksanakan dan mcmberikan dulamgan fasilitasi pelayanan rekomendasi 
penerbitan izin dan non pet i1.i1 •an usaba perdagangan 

p. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di 
lingkup tugasnya serta mencari a1rematif pemecahannya; 

q, mempelajari, memahami dan melaksanakan pera.turan penmdang-undangan. yang 
berkaitan dengan lingkup tngasnya sebagai pedomao dalam melaksanakan tugas; 

r. memberikan saran dan pert.imhanpo teknis kepada atasan; 
s, membagi tugas, mrmberi pet:unjuk, menilai dan :mengevaluasi basil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tops dapat betjalan laocar sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 
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(1) Seksi Pembin~ Pengcmhang;m Usaha clan Sarana J.>enlapngan DaJam Negeri 
sebagaiJnana dimaksud. dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3 huruf b, bertugas 
melaknkan pengampuJ.an data, identifikasi7 anafisis,. penyiapan hahan perumusan 
dan pelaksanaan kebijalmn,, evaluasi serta pe1aporan pelaksanaan pembinaan, 
pengemhangao usaha dan sarana peRlaganpn daJam negeri.. 

Pasal 11 

Paragtaf2 
Seksi ~ Pengembangan Usaha dan Sarana Peirlagangan Dalam Negeri 

Pan!gr:af I 
Seksi PeogemfaJUm Usaha dan Te.nib N"iaga 

PasallO 
1) Seksi PengendaJian Usabadan Tertib tr.raga sebaf!jlimana ctimaksud dalam Pasal 3 

ayat (IJ angka 3 lmruf a, bertDgas mefaknlmn pengmnpulan data, identifikasi, 
analisi5> penyiapan baban perumusan dan pelaksanaan kebijakan> evaluasi serta 
pe]aporan pelaksanaan J.rep>amn pengendalian nsaha dan tertib niaga 

2) Dalam me1akukan pengmnpulan data, identffikasi, analisis, penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan ~ evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
kegiatan pengendalian 11saba dan rertib niaga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1),. tugas dari Seksi Pengendalian Usaha dan Tertib N'iaga. diuraikan sebagai 
beriku.t 
a. merencanakan, menyusun dan mdaksanakan program dan lregia1an Seksi 

Pengendalian Usaba dan Tertib N"mga; 
b. menyusun bahan RKA/RKP~ DPA/DPPA Seksi Pengenda1ian Usaha dan Tertib 

Niaga; 
c. melaksanakan DPA/DPPA Seksi Pengcndalian Usaba dan Tertib Niaga; 
d. menyiapkan bahan dan menp;malisa Irebutuban Pengendalian Usaha dan Tertfb 

Niaga; 
e. menyiapkan bahan koontinasi pelaksanaan pcrizimm dan non paizi11an usaha 

perdagangan; 
f. melaknJran aoaJisis dan jdentifjkasj hbutuhan fasilimsi pe]aksanaan 

rekomendasi penerbitan izin dan non per iti11an usaba perrlagangan; 
g. menyiapkan bahan dan melaknkan pemeriksaan. pemennban lmmitmen 

pelaksanaan izin usaha, izin operasional/ izin komcrsial, dan non pe1izinan 
usaha bi.dang perdaWJnppn; 

h. nrelakukan pengaidalian dan pemlrioaan tcrhadapizinu..qaba,. izin operasional/ 
izin Imm~ dan non pc• izinan usaha mdang perdaganp;:ln; 

1. melaknkan pengelolaan data Pengcndalian Usaha dan Terb"b N"mga; 
j. mengevaluasi pe1aksa:naan tnwas dan menginventarisa permasa)ahan 

dilingknp tugasnya serta mencati altematif pemecahannya; 
k, mempelaj~ m.emabami dan melaksanakaJJ per-dtl:nan penmdang-nndangan 

yang bcrkaitan dengan lingkop tugasnya sehappi pedoman dalam 
melaks.anaJran tu.gas; 

L memberikan saran dan patimbangan teknis kepada atasan; 
m. membagi h1gas, mrmberi petun~ menilaj dan mengewaluasi basil kerja 

bawahan agar pelaksanaan n1g;as dapat betjalan lancar sesuai dengan 
ketentnan yang bedaku; 

n. meuyampaikan 1aporan pelaksanaan hips dan/atau kegiatan kepada atasan; 
o. melaksanakan tugas krxfinasan lain yang diberikan oleh atasan, 

menyampaika:n laporan peJaksanaan ~s dan/ atau lrefjatan kepada atasan; 
u melaksanakan togas kedinasan lainnya ycmg diberikan oleh atasan 
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{2) Dalam melaJrnkan pengt mtpalan data, idcntifikasi, analisis, pen:yiapan ha ban 
pemmusan dan pe1aksanaan kebijalmn, eva1uasi serta pelaporan pelaksanaan 
promosi dan informasi usa'ha perdagangan sehap;rimana dima.ksud pada ayat (1), 
tugas dari Seksi. Promosi dan Infonnasi Usaha Perdagangan diuraikan sebagai 
berikot 
a. merem::anakan, me.nyusun dan melaksanalmn program dan kegiatan Seksi 

Promosi dan Infonnasi Usaba Perdagang;m; 
b, :mcnyuson hahao RKA/RKPA, DPA/DPPA Seksi Promosi dan Infmmasi Usaha 

Perdaganp;m; 
c, melaksanalran DPA/DPPA Seksi Promosi dan Informasi Usaha Perdagangan; 
d. menyiapbn bahan Imanfioasi dan me.nyusun bahan pemmusan kcbijakan 

promosi dan informasi us.aha perdagangan; 
e. meJaknlam pengadaan sarana dan prasanma pengelolaan informasi dan 

promosi serta pemasaranjasa perdagangao; 

Paragraf3 
Seksi Promosi dan Infmmasi Usaha Perdagangan 

Pasal 12 

(1) Seksi Promosi dan Informasi Usaha Penfagangan sebagaimana. dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) angka 3 hum( c, bertngas melaknkao pengumpulan data, 
identifikasi, analisis, penyiapao bahan pernmusan dan peJaksanaan kebijakan, 
evaluasi serta. peJaporan pclaksanaau promosi dan infonnasi usaba penlagangan. 

· (2) Dalmn melakukan pengmnpulan data. identifikasi, analisis, pen:yiapan bahan 
penm111san dan pelaksanaan kebijakan, eva1nasi serta pelaporan pelaksanaa~ 
pemlrinaan. pengembanpn usaba dan Sillana perdapnr;tn dalam negen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tne;is dari. Seksi Pembinaan1 Pengembangan 
Usaha dan Sarana PerrJawrog;an Daiam N~ diwaikan sebarri beriknt 
a. mereneanakan, menyusun dan meJaksanakan program dan kegjatan Seksi 

Pemhinaan, Pengembangan Usaba dan Samoa Perdagangan DaJam Negeri; 
b, menyusun bahan RKA/RKP~ DPA/DPPA Seksi Pembinaan, Pengembangan 

Usaba dan Sarana Perdagangan Daiam Negeri; 
c, melaksanakan DPA/DPPA Seksi Pembinaan, Pengemban~n Usaha dan Sarana 

Perdagangan Daiam Negeri; 
d.. melaknlam bimbinr;an reknis pemhinaan dan pengembangan usa.ba dan sarana 

perdapngm>; 
e. mclakukan pengerulaliao dan petnhioaan teihadap .izin usaba perdagangan 

miouman be:ralkohol golongan A, B7 dan C untuk pengecer dan penjual 
Jangsung minuman. di tempat; 

f. mrmbuat swat lreb::ran1Pn penjuaJan langsung minnman beralkohol; 
g, melakulmn pendataan dan pemhinaan teihadap nsaha dan sarana 

perdaganpn; 
h. melaknJrao aoalisa h:butuhan sanma dan prasanma perd.apngan; 
i. me]aknkan pengr:ndatian dan pemhinaan teihadap tanda daftar gndang; 
j. membuat surat ketcrangan usaba waraJaba; 
k, mengmluasi pelaksanaan tops dan mengnnrentarisasi pennasa]ahan 

dilingknp tugasnya serta mcocari altematif pemecah.aimya; 
L mempe)ajari, memahami dan melaksaoakan peramran penmdang-undangan 

yang bedmitan dengan lingkup tngas11Ja seba.gai pedoman dalam 
meJaksanakan tugas; 

m. mrmberilmn saran dan peiainihangpn teknis lrepa.da atasan; 
n.. membagi togas, memberi petunjuk, mern1ai dan m~aevaluasi basil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tups dapat berjaJan Jancar sesuai dengan 
ketcntuan yang bedaku; 

o, menyampaikan Iaporan pelaksanaan h1gas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
f. melaksanalran tn§'S l<olj11asan lain yang diberikan olch atasan 
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(2) Dalam melaksanakan penyiapan kow:di11asi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan 
kclJijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan stabilisasi harga barang 
kcbatuhan polmk dan barang pentiug. kemetro!ogian legal dan pertindungan 
konsumen sebagahnana dimaksud pada ayat (1), Bidang Standarisasi dan 
Perlindungan Konsumen, meuyclenggarakan fimgsi· 
a. perencanaan ker}atan operasional di bidaug standarisasi dan perlinduugan 

konsumcn; 
b, pelaksaoaan kq;atan di bidang st:andarisasi dan pertind1me;m konsumen; 
c. peugomdinasian kegiatan di mdang standadsasl clan perliruiungan ko.nsumen; 
d. pengcndalian, evaluasi dan pe1aporan kegiatan di bidang standarisasi clan 

pedindtmr;m konsumen; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diherikan oleb atasan 1crlmit tnrrs dan fungsinya 

(3) Beidasarkan tngas dan fungsi sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
tuf;!s Bidang Standarisasidan Perfimhmw-n ~ diuraikan sebagai berikut 
a. meren~ me:nyusun dan meJaksanakan program dan lregiatan Bidang 

Standarisasi dan Pediud:tmgao Konsumen; 
b. mengbimpun clan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Bidang 

Standarisasi dan Peilind•DlfJlll Konsum.en.; 
c, mengoordinasilrao, DlellfPWasi dan :meogendalikan pelaksanaan DPA/DPPA 

Bidang Standarisasi clan Pedindnnrrn Konsumen; 
d, menyiapkan pelaksanaan Jmorrtinasi di bidang stabilisasi harga barang 

kebutuhan pokok dan barang pe•ding,. kcmetrologian legal dan perlindungan 
konm:nneo; 

e. men_yiapbn penyt1S1man baban perumusan kebijakan di hidang stabilisasi 
harp barang kebumhan pokok dan barang penting, kemetrologian legal dan 
pe:alindunpn lmnsumen; 

(1) Bidang Standarisasi dan Pedirrdimp;m Konsumen. sebagaimana. dimaksud daJam 
Pasal 3 ayat (1) angka 411 bertugas melaksanakan penyiapan koorrlinasi, fasilita.si 
perumusan dan peJaksanaan .kebijakan, cvaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
stabilisasi harga barang Jrebutuhan pokok dan bamng penting, kemetrologian legal 
dan perlindtmgan knnSJ.DDerL 

Pasal 13 

Bar}an Keempat 
Bidang Standarisasi dan Pertinduogan Konsumen 

f. mengmnpulkan dan menganalisa serta menyusun baban-bahan informasi dan 
promosi.serta pemasaranjasa penfapngan; 

g. melaku.kan pendataan dan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka 
peuyelenggara.a pameran clan pmmosi penJagangan yang menjadi unggulan 
daerah; 

h, melalmkan penyosunan profil usaha perdapngan; 
i. me1aknkan identifibsi dan menyusuo. daftar peDg1lSaba ~ menengah dan 

besar umnk ca1on mitra. usaha perdagaopn dalam nmgka kerjasama; 
J. men~ pelaksanaan nips dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya sata.mencari altcmatif pcmttahamlJa; 
k.. mempeJajarL memahami dan melaksanakan pera.turan perundang-undangan 

yang berkait.an dengan lingkup tugasnya sehapi pedoman da)am 
meJ.aksanakan tngas; 

L m.emberlkan saran dan pertimbangan teknis kcpada a:tasan; 
m. membagi ntps. memheri petunjuk, meniJai dan mengeqluasi basil kerja 

bawahan agar pelaksanaau tDJ?ps dapat berjalan Jancar sesuai dengan 
ketentnan :yang berlaku; 

n, menJampailam 1apomn pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
o, melaksanakan tnr;ts kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 



(2) Dalam melalmkan pengmnpu1an data, i~ analisis. penyiapan bahan 
perurrmsan dan pelaksanaan ~ eva1uasi scrta. pdapuxan pelaksanaan 
pen.yelenggaman stabffisasi harga barang kcbutu.ban pokok dan barang penting 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dari Seksi Stabilisasi Barga Barang 
Kebuhihan Poknk dan Banmg Pentin& diuraikan sehagai berlkut: 
a. ~ meoyu.sun clan mdaksanakan program dan kegiatan Seksi 

Stalnlisasi Barga Barang Kebutuhan Pokok dan Banmg Penting; 
b, menyusun hahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Seksi Stalnlisasi Barga Barang 

Kebutnhao Polmk dan Banmg Penting; 
c, melaksanakan DPA/DPPA Seksi Stabilisasi Barga Banmg Kebutuhan Pokok 

dan Banmg Penting 
d, ~ bah;m pcnywnman nmn1san dan peJaksanamt kebijakan di bidang 

stabilisasi harga barang kebutuban pokok dan barang penting; 
e. melakukan pemautauan distribusi dan keterscdiaan banmg kebutuhan pokok 

dan barang penting; 
f. melakukan Imordinasi lintas sektoral 1mtuk .ketersediaan barang kebutuban 

pokok dan barang penting; 
g. melakukan penyediaan data dan infonnasi harga dan 1retersediaan stok dan 

pasokan barang kebutuban pokok dan barang penting; 
b.. melakukan pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuban pokok 

dan barang pentiu~ 
i menyelcnggaralm operasi pasar dan/atau pasar :murah dalam rangka 

stalnlisasi baiga pangan pokok di wihwah kcrjanya; 
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Pa:ragraf 1 
Seksi Stahilisasi Barga Banmg Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

Pasal 14 

(1) Sebi Stabllisasi Barga Banmg Kebutuhan Pokok dan Baraog Penting sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa1 3 ayat (1) angka 4 hurnf ~ bertugas melakukan 
pengmnpulan data, mentifikasi, analisis, penyiapan baban pemmusan dan 
pelaksanaan kebijakaD, evaluasi serta pe1aporan pelaksanaan penyelenggaraan 
stabilisasi harga bamng kebutuban polmk dan bamng penting. 

f. menyiapkan pelaksanaan keb.ijakan. di bidang stahilisasi harga barang 
kebutuhan pokok dan banmg penting,. krmetrologian legal dan perlinchmgan 
1mnsumen; . 

g. mmyiapkan pembcrian himbingan tclrnis dan supervisi di bidang stahilisasi 
hmga barang kcbutuhan pokok dan barang penfin& Jremetrologian legal dan 
perlinmmwm Jmnsumcn; 

h. menyiapkan pemantapan p1ogram di bidang stahJlisasi harga barang 
kebutuban pokok dan barang penting, kemetrologian legal dan perlindungan 
1mnsumen; 

1. meJaksanakan pemantanan, evaluasi dan pelaporan lregiatan di bidang 
stabilisasi harga bamng kebutnban pokok dan bamng peutin& kemetrologian 
legal dan perlind•mgan 1mnsumen; 

j. mengeva)uasi pelaksanaan hips dan menginventarisasi permasa)ahan di 
lingknp tugasoya serta. mencari altematif pemecahanoya; 

k. mempe)aj~ memabami dan melaksanakan per.mmm perundang-uudangan 
yang berkaitan dengpn liogkup tugasnya sebap;D pedoman dalam 
meJaksanalam tugas; 

L memberilran saran dan pertimhaDfl'" teknis kepada. atasan; 
m.. membagi. torr~ membeti pe~ memlai dan mengevaluasi basil kerja 

bawaban agar pelaksarman tugas dapat berjaJan Jancar sesuai dengan 
ketenh1an yang 'bedaku; 

n, menyampailam Japoran pelaksanaan tngas dan/atau kegiatan kepada. atasan; 
o. melaksanakan tugas kedinasan 1ainnya yang diberikan oleh atasan . 
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(1) Seksi Per.lindungan Konsumen sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) angka 
4 hm'Uf c, betl••ps me1akukan pengompo1an dam, identifikasi, amili~ penyiapan 
hahan peromusan dan pelalmaoaan kebijalam, evaluasi serta pe)aporan 
pelaksanaan perlindungan konsumen. 

Paragraf 3 
Seksi Perlindungan Konsumen 

Pasa116 

(2) Da1am me1akukan pengumpu1an data, ~ analisis. penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaax1 Ja:bijakan, evaluasi serta peJapora.n pembinaan clan 
pengawasan kl:met:rologian legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dari 
Seksi Kemetrologian Legal, diuraikan sebagai berikut 
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegia.tan Seksi 

KemetroJogian Legal; 
b, mcnyusun baban RKA/RKPA, DPA/DPPA Seksi Kemetrologian ~I; 
c. melaksanalmn DPA/DPPA Seksi Kemetmlngian Legal; 
d.. menyiapkan bahan pemmusan kebijakan teknis pembinaan kem.etrologian 

legal; 
e, menyiapkan baban bimhinpn dan pengendalian teknis pcmbinaan tertib ukur, 

takarm timhangan dan per1engkapannya (UTTP); 
f. m.elakukan bjmbingan> pengelolaan dan petmtjuk tdmis sarana kemetrologian; 
g. meJakukan pengawasan Jregiamn kemetmlogian legal; 
h. mengevaluasi pe]aksanaan tugas dan meoginventarisasi permasalahan 

dilingknp tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 
L meuqllf':laj~ memabami dan melaksanakan pemturm perundang-undangan 

yang beikaitan dengan lingknp tupsnya sebagai pedoman dalam 
meJakMnakan tugas; 

J- memberikan saran dan pedinabangan telmis kepada atasan; 
k.. membagi 1ll{'JiS7 .memberi petunjuk, menilai dan mengevalnasi basil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tn~s dapat berjalan Ianear sesuai dengan 
ketentuaD :yang ber1aku; 

L menyampailmn laporm pelaksanaan tugas dan/ atau kegia.tan. kepada atasan; 
m. melaksanaJran higas Jredinasan lain yang diberikan oJeh atasan 

Paragraf2 
Seksi Kanetrologian Legal 

Pasal 15 

(1) Seksi Kemetrolngian lepl sehagabnana dimaksud dalam Pasal 3 ~ (1) angka 4 
huruf b, bertugas melaknkan pengumpu1an data, identifikasi, analisls, penyiapan 
haban perumnsan dan pelaksanaan kebijakan,. mluasi serta.pelaporan pembiDaan 
dan pengawasan Iremetrologian 1egaL 

j. melalmkan kom:dinasi dengan stakehn1das untuk pcnyelenggaraan operasi 
pasar mm/ atau pasar murah di wilaJah ketjanya; 

k.. mengevaluasi pelaJcsapaan UIPJIS dan menginventarisasi permasalahan 
<h1ingk:up tugasnya serta me.ncari altematif pewecahannya; 

1. mempel.ajari. memahami dan mebiksanalmn peratnran. perundang-undangan 
yang berkaitan dengan Jinglmp tugasnya sebagai pedoman daJam 
melaksanakan tngas; 

m, memberikan samn dan pertimhangan teknis .kepada atasan; 
n. mem.bagi. tug.as, memberi. petuJ:guk, meuilai dan mengevaluasi basil kerja 

bawahan agar pelaksanaan tups dapat berja1an Iancar sesuai dengan 
Jretentuan yang berlaku; 

o. menyampailran 1apman pelaksanaan togas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
p, melaksanakan tugas kmioasan lain yang <hDerikan oleh atasan. 
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(2) DaJam melaksanakan penyiapan komdinasi, famlitasi perumusan dan pe)aksanaan 
kebijakan, miuasi serta pelaporan peJaksanaan fasilitasi ekspor impor, bina 
pelaku ekspor dan pengembangan ebpor sebagahaana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Pendaman, Pengendatian Usaha dan Penganbanpn Ekspor dan Impor, 
menyelenggaraka fungsi: 
a. perencanaan kegiatan operasional di bidang pendataan, peugendalian usaha 

dan pengembangan ekspor dan impor; 
b. pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, pengendalian usaha dan 

pengcmbanwin ekspor dan impor; 
c. pengoontioasian kegiatan di bidang pendataan. pengendalian usaha dan 

pengembangan ekspor dan impor; 
d. pengendatian, evaluasi dan peJaporm kegiatan di bidang pendataan, 

pengendalian usaha dan pengembangan ekspor dan impor; dan 
e, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh a•asan terkair n9s dan fimgsinya. 

(1) Bidang Pendataan, Pengendalian Usaha dan Pengembangan Ekspor clan Impor 
sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 5, bertugas melaksanakan 
penyiapan koorrfinasi, fasilitasi perumusan dan. pclaksanaan. kcbijakan, evaluasi 
serta pelapo.ran pelaksanaan fasilitasi ekspar impor, bina pe)aku ekspor dan 
pengembangan ekspor. 

Pasal 17 

Bagian Kelima 
Bidang Pendataan, Pengenda1ian Usaha dan 

PengembaDgan Ekspor dan Jmpor 

(2) Da1ain melaknkan pengumpulan data, identifikasi. analisis, penyiapan bahan 
perumnsan dan pelaksanaan kebijalam, evaluasi serta pelaporan peJaksanaan 
perlindnnp;m konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dari Seksi 
Petliruhmr;m ~ dbiraikan ~ berikut: 
a. merencanakan, menyusun dan melaksanalam program dan kegiatan Seksi 

Perlindungan Konsumen; 
b. menyusun hahan RKA/RKP~ DPA/DPPA Seksi Perlind1mgan Konsumen; 
c. me1aksana1am DPA/DPPA Se.ksi Pedindungan Konsumen; 
d, menyiapbn haban komdi1rasi dan m.cnymmn bahan perumusan kcbijakan 

perlindungan konsumen; 
e. melakukan pelayanan administrasi da1am lregiatan perlindnngan konsumen; 
f. melaknkan pen:yusunan haban dan rencana kegiai:ao perlinmmgan konsumen; 
g, melakukan pengawasan Ba.rang DaJam Kcadaan Terbungkus {BDKT); 
h. mem.fasilitasi pelaksanaan penpwasan barang beredar; 
i. me1akukan operasional Bada:o. Pe:nyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan 

Lembaga Pedindunr;m Konsumcn Swada.Ja Masyarakat (LPKSM); 
j. me1aku1mn penyuh1ban pe1lindunpn Jronsumen; 
k. meogevaluasi pelaksanaan togas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta. mencari allematif pemecahannya; 
1. mempelajari, memabami dan. melaksanakan peraturan penmdang-undangan 

yang berkaitan dengan Jingkup tligasn_ya sebagai pedoman dalam 
melaksanakan tugas; 

m, memberikan saran dan petti111hangan tekms krpada. atasan; 
n, membagi tngas, mrmberi ~ mrmlai dan mengevaluasi basil kerja 

bawaban agar pefaksanaan togas dapat betjalan Jancar sesuai dengan 
ketentnan JBDg berlaku; 

o. menya:mpaikan 1aporm pelaksanaan tugas dan/ atau kcgiatan kepada atasan; 
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang c:bOerikan oleh atasan 



(2) Dalam me)akukan pengumpuJan data, identffikasi, analisis, penyiapan hahan 
penmmsan dan pelaksanaan kebijakan, evahiasi serta pe1aporan pe1aksanaan 
penyclenggaman fasilitasi eksporimpor sebagaimana dimaksud padaayat (1), tugas 
dari Seksi Fasmtasi Ekspor Impor, diuraikan sebagai berikut 
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi 

Fasilitasi Ekspor '"'JllCll, 
b, menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Seksi Fasslitasi Ekspor Imp.or; 
c. melaksaoakan DPA/DPPA Seksi Fasilit:asi Ekspor Impor; 
d, menyiapkan baban penyusuoan rnmusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

Fasilitasi Ekspor Impor; 
e. meJaksanakan pengaturan teknis infonnasi ekspor dan penerbitan dokumen 

eksport/Smat Ketcrangan Asal (SKA) scrta penelusman asa1 barang; 
f. mereneanakan dan mengkomdioir pelaksanaan penda11111ingan kepada. eksportir 

1lD1uk prodok unggulan yang akan diekspor dalam skala Daerah p1ovinsi (lintas 
Daerah kabupaten/kota); 

g. meJaksanakan pembinaan, ~ fusilttasi, sosia)isasi di bidang impor 
kepada. importir dan calon impmtir7 
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(1) Seksi FaSllitasi Ekspor Impor sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 
5 huruf ~ bertngas melaknkan pengumpuJan data, identifikasi, analisis, peuyiapan 
hahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evalu8si serta pelaporan 
pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi ekspor impor. 

Paragraf 1 
Seksi Fasilitasi Ekspor Impor 

Pasal 18 

· (3)Benfasarkan h1r;ts dan fimf)ri sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2), 
tuwas Bidang Peodataan, PengendaJian Usaba dan Pengrmhan.gan Ekspor dan 
lmpor, diuraikan sebagai bcrikut: 
a mereneanakan, men:yusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang 

Pendataan, Pengendalian Usaha dan Pengl!IDbangan Ekspor dan lmpor; 
b. mengbimpun dan meDJUSUD bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Bidang Pendataan, 

Pengenda1ian Usaha dan Pengcmhangan Ekspm dan lmpor; 
c. mengoonlinasikan, mengawasi dan m~ pe1aksanaan DPA/DPPA 

Bidang Pe:ndataan, Pengcidalian Usaha dan Pengembangan E.kspor dan Impor; 
d. menyiaplmn pelaksanaan lmonlinasi di bidang fasilitasi ekspor impor, bin.a 

pelaku ekspor dan pengrmbangan ekspor; 
e. menyiaplmn penyusnnan hahan perumusan kehijakan di bidaog fasilitasi 

ekspor impor,. bina petaku ekspor dan pengembangan ekspor; 
f, .menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi ekspor impor, bina 

pelaku ekspor dan pengl!IDbangan ekspo.r; 
g. .menyiapkan pembcrian himhinP;m teknis dan supcrvisi di bidang fasilitasi 

ekspor il1rpor, bina pelaku ekspor dan pengrmbangan ekspor; 
h. .menyiapkan pemantapan program.di bidang fa51litasi ekspor imper, bina pelaku 

ekspor clan pengembangan ekspw, 
i melaksanakan pemantanan, evaluasi dan pelaporan kcgiatan di bidang fasilitasi 

ekspor impor. bina pe]aku ekspor clan pengembangan ekspor, 
J. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mcoginventarisasi permasa)ahan di 

Jioglaq> tugasnya serta mencari altcmatif pemecahaonya; 
k. mempelajari, memabami clan melaksanakan pemtnran perundang-undangan yang 

berlmitan. dengan Jinr)mp tugasnJa scbagai pedoman dalam melaksanalmn tugas; 
L memberlkan saran clan pertanbangan teknis kepada ata.san; 
m. membagi togas, memberi petuujuk, mernlai dan mengevaluasi basil kerja 

bawahan. agar pelaksanaan togas dapat berjaJan lancar sesuai dengan 
ketenman yang bedaku; 

n, menyampaikan laporan pelaksanaan togas dan/ atau kegiatan kepada atasan; 
o. meJaksanalmn togas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 



(2) Dalarn melaknkan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan bina 
pelaku ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (I), tngas dari Seksi Bina Pelaku 
Ekspor, diuraikan sebagai berikut: 
a. mereneanakan, menyusun. dan melaksanalran program dan kegiatan Seksi Bina 

Pe)akn Ekspor; 
b. menyusun bahan RKA/RKP~ DPA/DPPA Seksi Bina Pelakn .Ekspor; 
c. mclaksanakan DPA/DPPA Seksi Bina Pelaku Ekspor; 
d. melaknkan pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah; 
e. melakukan pembahasan dan peneotuan produk unggu1an dan potensial; 
f. me)aknkan peniberian 1ayanan informasi m.engenai produk unggulan dan 

potensial daerah yang berorientasi ekspor; 
g. melaladmn registtasi pelaku usaba komoditi ekspor; 
h. melaknlran sosialisasi kebijakan pengawasan mutn produk; 
1. melaknkan monitoring mntn produk komoditi ekspor; 
j. mengevaluasi pe1aksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

"1lmgkup tug;umya serta mencari. altematif pemecahannya; 
k. mentpdejari,, memabami dan melaksanalmn pemtman penmdang-undangan yang 

berlaUtan dengan Jing1rup tugasnya sebagai pedmnan dalam melaksana1am tugas; 
.L memberikan saran clan pertimbangan reknis Jrepada atasan; 
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Paragraf2 
Seksi Bina Pelakn Ekspor 

Pasal 19 
(1) Seksi Bina Pelaku Ekspor sebagaanana dimaksud da1ain Pasal 3 ayat (1) angka 5 

huruf b, bertngas melakukan pengumpulan data, identifilmsi, analisis, penyiapan 
baban pemmusan dan pelaksanaan kebijakan, eva1uasi serta pelaporan 
pengelolaan bina pelaku ekspor. 

h, melaksanakan 1monlinasi, fasilitasi dan pengendalian perdagangan impor; 
L mdaksanakan pengolahan dan analisi data perdagangan impor; 
j. me)aksanakan peraturan teknis dan pelayarum 1unnm informasi peniagangan 

impnr dan doktnnen impor; 
k. melaksanakan kqpatan adminisbasi dan pdayaoan saran pertimbangan teknis 

angka pengenal impnr, pengakuan impot1it tcrdaft:ar, dan bidang impor sesuai 
dengan ketentuan penmdang-1mdangan; 

1. me1aksanakan penyajian informasi perdagangan impor Daerah sebagai bahan 
pertanbangan perumusan keb.ijakan; 

m, me1akukan pengawasan penoapau standar mutu perdagangan barang impor; 
n. mengJmordinir penyelenggaraan promosi dagang melabJi pameran dagang 

ekspor-impor; 
o. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi untuk kegiatan promosi dan 

kerjasama ekpor-impor; 
p. merencanakan dan meng....ik""•~R>-xdinir penJJclenggaraan pe1atihan bagi para calon 

eksportir; 
q, melaksanakan identifikasi produk unggu1an kuaJitas eksport 1aik promosi dan 

kerjasama; 
r, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi pet nrasalahan 

drlingknp tugasnya serta.. mencari aJtematif pemecahmmya; 
s, mempe)aj~ m.emahami d.an melaksanakan peratumn perendang-undangan yang 

berlmitan dengan lingkup tugasnya sebap;ll pedoman dalam melaksanakan tugas; 
t. memberikan saran dan pertimbangan tcknis Jrepada atasan; 
u, memhagi tugas, memberi petm:guk, menilaj clan. mengevaluasi basil .kcrja bawaban 

agar pelaksanaau tugas dapa1: betjalan Jancar seso.ai dengan ketentua.n yang 
bed.aka; 

v. meDY<U11P3ikan laporan pelaksanaao tngas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
w. melaksanakan higas .kedinasan Jain yang diberikan o1eh atasan. 
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Pasal21 
(1) Bidang Perindustrian sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 6, 

bertugas melaksanakan penyiapan lmontinasi, fasilitasi perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta peJaporan pelaksanaan program dan analisis 
data. indusni pengembangan sum.her daya dan pe.ogendalian usaba industri serta 
~ promosi dan usaha industri 

Bagian Keenam 
Bidang Perindustrian 

Paragraf3 
Seksi Pengcmbanwro Ekspor 

Pasal20 
(1) Seksi Pengembangan Ekspor sebagai«nana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 

5 buruf c, bertugas melaknlam peogumpuJan data, identilikas4 analisis, penyiapan 
bahan pemmusan dan peJaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 
pelaksanaan pengembangan ekspor. 

(2) Daiam melaknkan pengmnpulan dam. identifikasi, anafisis, penyiapan baban 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta peJaporan pelaksanaan 
pengembanpn ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dari Sek.si 
Pengembanpn Ekspor, diuraikan sebagai berikut: 
a. merencanakan, m.enyusnn dan melaksanakao program dan kegiatan Seksi 

Pcngemhangan Ekspor; 
b. menyusun baban RKA/RKPA, DPA/DPPA Seksi Pengemhangan Ekspor, 
c. melaksanakan DPA/DPPA. Seksi Pcngemhangan Ekspor; 
d. melakukan pengemkmgan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk 

ekspor; 
e. mengoordinir dan merencanakan pen.Yelmggaraan pmmosi dagang melalui 

pameran dagang nasional maupun intemasional bagi produk ekspor unggulan; 
f. mengowdinh dan merencanakan pelaksanaan pameran dan misi darJIIlg lokal 

bagi produk ekspor unggulan; 
g. mengoordinir pe]aksanaan pembe.rian infonnasi rencana peuyelenggaraan 

pameran dagang dan persyaratan untuk mengikuti pameran melalui media 
internet atau media lain; 

h, menganalisis info.nnasi reneana penyelenggaraan pameran dagang dan 
pen;yaratan untuk menwlnm pame.ran me1alui media internet atau media lain; 

i, mengkoonlinir dan merencanakan pelaksanaan kampanye penci:traan produk 
ekspor slmla prorinsi (lintas Dacrah kabupaten/kota); 

j. mengevaluasi pelaksanaan higas dan mengjnventarisasi permasalahan 
dilingkup t:u.gasnya serta mencari. alterna.tif pemecahannya; 

k, mempelaj~ memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan liogkup tugasnya sebagai pedoman dalam 
me)aksanakan tugas; 

l, memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
m, membagi tngas~ memberi petonjuk, menilai dan mengevaluasi basil kerja 

bawahan agar pelaksanaau tngas dapat berjalan lancar sesuai. dengan 
ketentnan yang berlaku; 

n.. menyampaikan 1apomn pelaksanaan tugas dan/atau k~tan kcpada ata.san; 
o, melaksanakan tu.gas kedinasan lain yang dibe:rikan oleh atasan 

m.. membagi tugas, memberi pe~ .menilai dan mengevaluasi basil kerja 
bawahan agar pelaksanaan tup;ts dapat berjalan lancar sesuai dengan 
keten.tuan yang ber1aku; 

n. menyampailmn 1apomn pelaksaaaan tur;is dan/ atau kegiatan kcpada atasan; 
o, meJaksanakan tugas kedioasan lain ycmg diberikan oleh atasan 
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(1) Seksi Program dan Analisis Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 3 
ayat (1) angka 6 huruf a, bertugas melaknkan penyiapan bahan perumusa.n, 
pdaksanaan dan pengoordinasian kebijakan kebutuhao, pemhinaan dan 
pcngembangan program dan analisis data industri. 

Paragrafl 
Seksi Program dan Analisis Data Industri 

Pasal22 

(2) Dalam melaksanakan penyiapan ~ fasilitasi perumusan dan peJaksanaan 
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan analisis data 
industri~ pengembangan sumber daya dan pengendalian usaha industrl serta 
inforrnasi, promosi clan usaha indo.stri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang ~ mcnyc1enggamimn famgsi: 
a, pereneanaan kegiatan operasional di bidang perindustrian; 
b. pelaksanaan kegiatao di bidang perindustrlan; 
c. pengoontinasian kegiatan di bidang perindustrian; 
d, pengmdaJian7 evahiasi dan pelapomn kegiatan di bidang perindustrian; 
e, pelaksanaan fuogmlain yang diberikan oleb atasan terkait1ngas dan fimgsinya. 

(3) Berdasarkan tugas dan ftmgsi sebap;rimana dimaksud pada ayat.(l) dan ayat (2). 
tugas Bidang Perimlus~ dimaikan sebagai beriknt 
a, merencanaka», .menyusun clan mdaksanakan program dan kr.giatan Bidang 

Perindustrian; 
b. menghimpun dan menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Bidang 

Perindustrian; 
c. mengoordinasikan, mengawasi. dan mengendalikan pelaksanaan DPA/DPPA 

Bidang Perindustrian; 
d, menyiapkan peJaksanaan komdinasi di bidang program dan analisis data 

Industri, pengembangan sumber da,ya clan pengendalian usaha industri serta 
infor.masi, promosi dan usaba industri; 

e. menyiapkan penyusunan babao perumusan kebijakan di bidang program dan 
apalisis data industri, pengembangan sumber daya dan pengendalian usaha 
industri serta infor.masi, promosi dan usaha industrl; 

f. menyiapkan pe)aksanaan kebijakan di bidang program dan analisis data 
industri, pengembangan sumber daya dan pengendalian. usaha industri serta 
informasi, promosi dan usaha industri; 

g. menyiap1mn pemberian bimbinp;tn teknis dan supervisi di bidang program dan 
ana1isis data ~ pengembangan 5Umber daya dan pengendalian usaha 
industri serta infmmasi, promosi dan usaha industrl; 

h. menyiap1mn pemantapan program di bidang program clan analisis data industri, 
pengemhangan sumber daya dan pengendalian u..~a industri serta. informasi, 
promosi dan. usaha industri; 

i. melaksanakan pemanta.uan. evaluasi dan pelaporanJregiatan di bidang'program 
clan analisis data indus~ pengcmbangan sumber daya dan pengendalian 
usaha industri serta ioformasi, promosi dan 1isaha industri; 

J· mengcvaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di 
Jingknp tugasnya serta mencari aitematif pemecabannya; 

k, mempe]aj~ .memahami dan melaksanalran peratman perundang-undangan 
yang berl.<aitan denpn lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 
melaksmtakan tugas; 

1. memberilmn saran dan pet timbangan teknis kepada atasan; 
m, membagi togas, m.emberi petun~ menilai dan mengevaluasi basil kerja 

bawahan agar pelaksaoaan tngas dapat berja1an Jancar sesuai dengan 
ketentnan yang berla1m; 

n, menyampaikan Japoran pe1aksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; 
o. melaksanakan tups kedinasan 1ainnya yang diberikan oleh atasan 
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a. 

b . 

c. 
d. 

e. 
f. 

g. 
h. 

i. 
. 
J· 

k. 

Pamgraf2 
Seksi Pengembangan Somber Daya dan Pengendalian Usaha lndustri 

P.asaJ.23 

(1) Seksi Pengembangan Somber Daya dan Pengendalian Usaha Industri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 aaat (1) angka 6 huruf b, bertugas meJakukan penyiapan 
hahan perwuusan, pe1aksanaan dan pengoontinasian kebijakan kebutuban, 
pembinaan dan pengembao~ S1unber daya dan pengendalian usaha industri. 

(2) Dalam. melalnikan penyiap:an bahan.perumusan, peJaksanaan clan pengoordinasian 
kebijakan kebutuhan, pembinaan dan pengembangan sumber daya dan 
pengenda]ian usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). tugas dari Seksi 
Pengembangan Sumber Daya dan Pengendalian Usaha Industri, diuraikan sebagai 
berikut 

merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi 
Pengrmbangan. Sumber Daya dan Pengendatian Usaha lndustri; 
menyusun baban RKA/RKPA, DPA/DPPA Seksi Pengembangan Sumber Daya 
dan Peogendalian Usaha lndusbi; 
meJaksanakan DPA/D'PPA Seksi Pengemhangan Sumher Daya dan 
Pengcndalian Usaha Industri; 
menyiapkan bahan bimbingan teknis pemhinaan, pengembangan, pemberdayaan 
dan peogawasan di bidang industri. 
m.enyiapkan babau pembinaan, pengendalian dan pengawasan Izin Usaba 
Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (IDl); 
menyiapkan baban bimbingan teknis pemiliban penggun.aan meSm./ peralatan 
di bidang industri; 
menyiapkan bahan bimhingan teknis pemiliban haban baku/hahan penolong 
di bidang industri; 
menyiaplran baban bimbingan teknis pengwnpulan data, pengolahan, dan 
pemantauan di bidang industri; 
menyiapkan bahan bimbingan telmis dalam mngka peningkatan kapasitas 
IPlEK dan sistem pmduksi; 
m.enyiapkan bahao bimbingan teknis pemantauan dan lmordinasi 
peoangguJangan pencemaran industrl; 
menyiapkan bahan bimhingan teknis pembinaan dan pene1apan standar 
industri nasional; 

 (2) Dalam melakukan penyiapan haban perumusan, pefaksanaan dan pengoordinasian 
kebijakan kebutuhan .. pembinaan dan pengembangan program dan anaJisis data 
industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), togas dari Seksi Program dan 
AnaUs'is Data Indu~ diuraikan. sebagai berikut: 
a. mereneanakan, menyusmt dan meJaksanakan program dan kegiatan Seksi 

Program dan Analisis Da.ta..Imlustri; 
b, ~ hahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Seksi Program dan AnaUsis Data 

Industri; 
c. me)aksanalmn DPA/DPPA Seksi Program dan Analisis Data lndustri; 
d, menyiapkan bahan/data lnfmmasi industri; 
e. melaknkan penyumman program penataan struktur industri; 
f. mengcvaluasi pelaksaJJaan tug?S dan menginventarisasi permasalahan 

dilingknp tugasnya. serta mencari alll:matif pemecahanoya; 
g. mempelajari, memahami dan melaksanakan peratman perundang-undangan yang 

bakaitau dengan lingfmp tllf?SUY3. scbagai pedoman da1am melaksanakan tugas; 
h, memberikan saran d.an pedimbanpn tdmis kepada atasan; 
i. memhagi tugas, memberi petunj~ menilai clan mengevaluasi basil kerja 

bawahan agar pelaksanaan togas dapat berjalan Jancar sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

j. menyampaikan Japman pelaksanaan tugas dan/ atD.u lregiatan kepada atasan; 
k. meJaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 



Bapjan Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal25 

(1) KdmnpokJabatan Fugsional sebagaimana dimaksud daJam Pasal 3 ayat (1) angka 
7,, bertups melaknkan kegiatan sesuai dengan jahatan fungsional masing-masing 
berdasarlmn peranmm penmdang-undangan yang berlaku. 
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(2) Dalam melaknkan penyiapan bahan pcrumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian 
kebijakan kebutuhan, pembinaan dan pengemhallgan informasi, promosi dan 
usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), togas dari Seksi lnfonnasi, 
Promosi dan Usaba lndustri, diwaikan sebagai berikut: 
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi 

lnformasi, P.romosi clan Usaha Industri; 
b, menyusun bahan RKA/RKPA, DPA/DPPA Seksi Informasi, Promosi dan Usaha 

Industri; 
c. melaksanakan DPA/DPPA Seksi ~ Promosi dan Usaha Industri; 
d, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan tdmis operasional promosi dan 

usaha industri; 
e. menyiapkan hahan trimbine;m teknis dalam rangka peningkatan, 

pengemhangan promosi dan usaha industri; 
I, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi bidangpromosi dan usaha industri; 
g. mengevaluasi pelaksanaan b.igas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta mencari airernatif pemecahannya; 
h. mempelajari memahami clan melaksanakan peratman penmdang-undangan 

yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam 
meJ.aksanakan tuga.s; 

1. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
J- membagi togas> memberi petrm~ memlai dan mengevaluasi basil kerja 

bawahan agar pelaksanaan b1gas dapat berja1an Jancar sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

k, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
L meJaksanalran tugas kr,dinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

(1) Seksi Informasi, Prmnosi dan Usaha lndustrl sehagaimana ctimaksud dalam Pasal 
3 ayat (1) angka 6 huruf c, bertngas me1akukan penyiapan baban perumusan, 
pelaJcsanaan dan peogoontinasian kebija1mn kebutuhan, pembinaan dan 
pengembangan infonnasi, promosi dan usaha industri. 

Pasa124 

Paragraf3 
Seksi Informasi, Promosi clan Usaha Industri 

L menyiapkan dan menyusun kajian huknm terhadap pelanggaran peraturan­ 
peraturan di bidang perindustrian; 

m. menyiapkan bahan sosialisasi dan penyu1uhan terkait pelanggaran hukum 
perindustrlan; 

n. mengeva1uasi pelalcsanaan togas dan menginventarisasi permasalahan 
dilinr)nip tugasnya serta menani altematif pemecahannya; 

o. mempelajari, memabami dan melaksanakan pe:raturan pett01dang-11ndangan yang 
berkaitan dengan lingknp tug,asnya. sebapi pedmnan dalam melaksm>akan tugas; 

p. membenlmn saran dan pertiwbanr;m teknis kepada atasan; 
q. membagi togas, member:i petmguk, JDf!'Q11ai dan meogevalo.asi basil kcrja bawahan 

agar pe]aksanaan togas dapat beijaJan lancar sesuai dengao ketentoan yang 
berlaku; 

r. menyampaikan laporan pelaksanaan tngas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
s. melaksanakan tngas kedinasao Jain yang diberikan oleh atasan. 
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(3) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengilruti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan 
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja daJam linglamgan sabJan kerja bertanggung jawab 
memimpin dan mengoordinasilcan bawahannya masiog-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pclaksanaan tugas bawahan, 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit kerja dan kelompok 
jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koonlina.si_ integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingktmgan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan 
dinas serta. dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas masing-masing. 

Pasal29 

Pasal28 

Apabila Kepa)a Dinas beihalangan melaksanakan ~ maka Kepa)a Dinas dapat 
menunjuk Sekretaris atau saJah seorang Kepa)a Bidang tmtuk mewakili. 

(2) SUbbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) anglm 2 huruf 
a, huruf b dan hum[ c, serta angka 3 huruf a, huruf b, dan huruf c, angka 4 huruf 
a, humf b, dan huruf c, angka 5 hmuf a, hmuf b, dan huruf c dan angka 6 huruf 
a, huruf b, dan hurof c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepa)a Subbagian 
dan KepaJa Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 
dan/atau Kepa]a Bidang 

(2) UPr sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan Pem.bentukan, Susunan 
~Togas clan Ftmgsi serta. Tata.Kaja UPr, setelah dikonsu)tasikan secara 
tertuJis kepada Gubcmur. selanjutnya. ditetapk:an dengan Pemturan Walikota. 

BAB IV 
TATAKERJA 

Pasal27 

(1) Sekretariat dan Bidang sebagaimana di.maksud dalain Pasal 3 ayat (1) angka 2, 
angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6,, masing-mas.ing dipimpin oleh seorang 
Sekretaris dan Kepa)a Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepa)a Dinaa, 

(1) Din.as Perdagangnn dalam hal ioi, dapat memhP..ntuk UPr berdas:arkan. ketentuan. 
peratman penmdang-undangan yang berlaktL 

Pasal26 

(2) DaJam melakukan kegiatan sesu.ai dengan jabatan fimgsional masing-masing 
berdasarkan peraturan pcnmdang-1mdangan yang berlaku, kelompok jabatan 
fungsional tentiri atas sejum1ah jahatan Jimgsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok jabafan fonpnnal sesuai dengan Jreablianuya dan masing-masing di 
koonlinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. 

(3, Tenaga Fu.ngsional Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlahnya 
dite.ntukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja. 

Bagian Kedelapan 
Unit Pelaksana Teknis 
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BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 

M ANSAR 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 31 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar 
Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 30 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan 
wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah 
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 
untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. 

50               

TTD

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

               TTD

RUDY DJAMALUDDIN

19 Agustus 2020

19 Agustus 2020
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